BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1062, 2013 KOMISI PEMILIHAN UMUM. Dana Kampanye.
Pelaporan. Pedoman. Pencabutan.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang »a. bahwa berdasarkan Undang-Undang tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, kegiatan kampanye Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota didanai dan menjadi tanggung jawab
Partai Politik Peserta Pemilu dan calon Anggota
Dewan Perwakilan Daerah masing-masing dan
pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
sesuai dengan tingkatannya dan calon Anggota
Dewan Perwakilan Daerah wajib menyampaikan
laporan awal dana kampanye dan rekening khusus
serta penerimaan dan pengeluaran dana kampanye
kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
dan kepada KPU melalui KPU Provinsi bagi calon
anggota Dewan Perwakilan Daerah;
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka
memberikan panduan bagi Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum dan calon Anggota Dewan
Perwakilan Daerah dalam mengelola,
mempertanggungjawabkan dan menyampaikan
laporan  pengeluaran dana kampanye, perlu
menetapkan Pedoman Pelaporan Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik sebagaimana telah diubah dengan dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5316);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun
2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06
Tahun 2013;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun
2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;
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6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai
Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
142/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan
Partai Bulan Bintang Sebagai Partai Politik Peserta
Pemilu Tahun 2014;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
165/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sebagai
Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana
pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan
Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan
Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD,
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Partai Politik, selanjutnya disebut Parpol, adalah organisasi yang
bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara
Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-
cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk
Pemilu anggota DPD.

Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai Politik yang telah
memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu.

Pengurus Partai Politik penanggung jawab dana kampanye,
selanjutnya disebut Pengurus Partai Politik adalah Ketua
Umum/Ketua dan Bendahara/Bendahara Umum Partai Politik Peserta
Pemilu atau sebutan lainnya.

Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu, selanjutnya disebut
Calon Anggota DPD, adalah perseorangan yang telah memenuhi
persyaratan sebagai Peserta Pemilu.

Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu, untuk meyakinkan
para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta
Pemilu.

Dana Kampanye Pemilu, selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah
sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Peserta
Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilu.

Rekening Khusus Dana Kampanye, adalah rekening yang menampung
Dana Kampanye, yang dipisahkan dari rekening keuangan Partai
Politik atau rekening keuangan pribadi calon Anggota DPD.

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga
penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang
bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi,
adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di
provinsi.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU
Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas
melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.

Komisi Independen Pemilihan, selanjutnya disingkat KIP, adalah KIP
Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU dan
diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi/DPRA dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK, Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
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Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

17. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga
penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan
Pemilu di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia.

18. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu
Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas
mengawasi penyelenggaraan Pemilu di provinsi.

19. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut
Panwaslu Kabupaten/kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh
Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di
Kabupaten/Kota.

20. Kantor Akuntan Publik adalah Badan Usaha yang didirikan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

21. Hari adalah hari kalender.
Pasal 2

Pengaturan tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye dimaksudkan
untuk menjadi panduan bagi Peserta Pemilu dalam mengelola dan
mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

Pasal 3

Penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dikelola dan
dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan
transparan.

BAB Il
SUMBER, BENTUK DAN BESARAN DANA KAMPANYE
Bagian Pertama
Sumber Dana Kampanye
Pasal 4

(1) Kegiatan Kampanye Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD
kabupaten/kota didanai dan menjadi tanggung jawab Partai Politik
Peserta Pemilu.

(2) Kegiatan Kampanye Pemilu calon anggota DPD didanai dan menjadi
tanggung jawab calon anggota DPD masing-masing.

Pasal 5

Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) bersumber dari:
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